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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Protokol Palermon, perdagangan orang adalah perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui
penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan,
penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau
memberikan atau menerima pembayaran, sehingga mendapatkan persetujuan dari
seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.
Ekspoitasi mencakup paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk
lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-
praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ
tubuh.’

Perdagangan manusia merupakan fenomena regional dan global yang tidak
selalu dapat ditangani secara efektif pada tingkat nasional. Sebuah respon nasional
sering berakibat para pelaku perdagangan manusia berpindah operasi ke tempat lain.
Kerja sama internasional baik multilateral maupun bilateral sangat berperan penting
dalam memberantas perdagangan orang. Kerja sama seperti ini dapat mengupas
secara kritis antara negara yang terlibat pada tahap-tahap yang berbeda dalam

lingkaran perdagangan manusia.

! Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 138.
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Dalam kerja sama antarnegara dalam memberantas perdagangan orang, PBB
mengeluarkan pedoman bahwa Negara dan antarlembaga pemerintah dan organisasi
nonpemerintahan mempertimbangkan beberapa hal yang tercantum dalam
Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking
sebagai report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and to
Economic and Sosial Council (Prinsip-Prinsip dan Pedoman-Pedoman yang
Direkomendasikan Mengenai HAM dan Perdagangan Orang sebagai laporan Komisi
Tinggi Urusan HAM PBB kepada dewan Ekonomi dan Sosial PBB).?

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana perdagangan orang merupakan
kejahatan transnasional, sehingga tidak dapat ditanggulangi secara parsial atau secara
sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Negara-negara yang tidak setuju
perbudakan dan melindungi warga negaranya harus bersatu padu bekerja sama
menanggulangi dan mencegah terjadinya perdagangan orang. Kerja sama
antarpemerintah (government to government atau G to G), antar-LSM, antarorganisasi
masyarakat dan perorangan dalam dan luar negeri harus dibina dan dikembangkan,
sehingga terbentuk kekuatan yang dapat menanggulangi dan memberantas serta
mencegah tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir tersebut.’

Hal tersebut selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen HAM,
yang pada dasarnya memang memandang bahwa ‘perdagangan perempuan dan anak’

sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun, apabila

2 Ibid.
3 Ibid., hlm. 140.
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dikaitkan dengan kondisi masa ini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan
perempuan dan anak ditujukan untuk eksploitasi seksual dan termasuk perbuatan
yang melanggar HAM berat.*

Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan
tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk
menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia
merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Laporan Infernational
Organization for Migration (IOM) menyebutkan, jumlah korban human trafficking di
Indonesia antara 2005-2017 mencapai 8876 orang.4 Korban perempuan tetap
menduduki peringkat paling besar yang mengalami perdagangan manusia. Korban
anak-anak di bawah umur mencapai 15 persen. Laki-laki menjadi korban human
trafficking sebelumnya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK).

Modus pelaku perdagangan orang di Indonesia adalah dengan merekrut lebih
banyak korban dari provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia, di mana kesadaran
atas kasus ini lebih rendah. Pekerja migran seringkali berhutang kepada perekrut
buruh independen di luar negeri maupun perusahaan rekrutmen lokal. Hal ini
membuat mereka semakin rentan terhadap jeratan hutang. Beberapa perusahaan
memanfaatkan jerat hutang, menahan dokumen, serta memberikan ancaman

kekerasan agar mereka dapat tetap dipekerjakan secara paksa.

* Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human
Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei
2018, hlm. 249.

> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human
Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25
Mei 2018, hlm. 239.
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Modus yang digunakan pelaku TPPO yang berhasil diungkap oleh Penyidik
Polda dan Bareskrim Polri pada tahun 2018, antara lain: Modus TKI 47 kasus
(49,5%), Modus PSK 38 kasus (40%), Modus PRT 8 kasus (8,4%), dan Modus Jual
Anak 2 kasus (2,1%). Modus-modus yang terungkap ini, tidak jauh berbeda dengan
yang diungkap oleh Kepolisian pada tahun-tahun sebelumnya.®

Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ancaman pidananya adalah
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).’

Selain dengan sanksi pidana penjara dan denda, terdapat pula pengaturan
tentang restitusi sebagai pidana tambahan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur
bahwa setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti
kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. Penderitaan,

3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau

¢ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Laporan
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018, Jakarta: Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan, 2019, hlm. 38.

" Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 59.
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4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Kerugian lain yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah kehilangan harta milik,
biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan
proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.® Restitusi tersebut
diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.’ Peraturan
pelaksana atas ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban, pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, dan
permohonan restitusi harus dilampiri beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang jo Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
yang menyatakan bahwa permohonan restitusi harus dilampiri dengan:

1. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

§ Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

° Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
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2. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat
atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau
pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan
atau pengobatan;

4. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;

5. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk
pemohon sebagai Korban tindak pidana;

6. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;

7. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau
kuasa Keluarga; dan

8. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Restitusi sebagai pidana tambahan tentunya memberikan dampak bagi pelaku
maupun bagi korban. Terhadap pelaku, penjatuhan pidana restitusi tentunya
memberikan dampak derita berupa kewajiban pembayaran ganti rugi dengan jumlah
tertentu kepada korban. Bagi korban sendiri, penerimaan ganti rugi tentunya lebih
berarti ketimbang pidana hanya berupa pemenjaraan kepada pelaku. Khusus untuk
korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, restitusi bisa menjadi

pengganti biaya rehabilitasi medis dan psikologis mereka.'

' Andreas Lucky Lukwira, “Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan
Korban Tindak Pidana”, Makalah Program Magister Kriminologi UI, hlm. 66. Lihat pula: Iskandar
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Permasalahan timbul ketika aparat penegak hukum belum semuanya
memikirkan nasib korban pedagangan orang yang seharusnya mendapatkan haknya,
berupa restitusi, sehingga masih terdapat aparat penegak hukum yang lalai atas hal
tersebut seperti tidak melampirkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan
restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban. Hal tersebut terjadi pada kasus pedagangan orang yang terjadi di dalam
putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Kfm.

Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Agus
Prayitno untuk membayar restitusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas
perbuatannya melakukan perdagangan orang. Dalam berkas perkara tidak ada
permohonan restitusi dan besaran kerugian yang dialami oleh korban atas tindak
pidana yang dialaminya, namun tiba-tiba muncul di dalam tuntutan pidana, sehingga
tuntutan pidana tentang restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bertentangan
dari kaedah yang ditentukan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan menolak tuntutan
restitusi.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa hak korban mendapatkan
restitusi telah diatur melalui prosedur-prosedur administrasi sebagaimana diatur

dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Wibawa, “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Media Hukum Vol. 24 No.2 / Desember 2017, hlm. 109.
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Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Oleh sebab itu, diperlukan kedisiplinan dari aparat penegak hukum untuk mengikuti
prosedur administrasi restitusi sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak
mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI RESTITUSI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

1.2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku tindak pidana
perdagangan orang menurut ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan
Bantuan Kepada Saksi dan Korban?

2. Bagaimana pengaturan penjatuhan sanksi restitusi dalam tindak pidana lain di

Indonesia?
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1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku tindak
pidana perdagangan orang menurut ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan
Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Untuk mengetahui pengaturan penjatuhan sanksi restitusi dalam tindak pidana lain

di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian ini, yaitu:
1. Secara teoritis, bermanfaat bagi pengembangan hukum tentang tindak pidana
perdagangan orang terhadap anak sebagai korban.
2. Secara praktisi, bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku

tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban.

1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
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BAB III

BAB IV
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berisi uraian Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan

Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

berisi uraian mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Restitusi, Penegakan Hukum, dan Perlindungan Hukum.

METODE PENELITIAN

berisi uraian mengenai Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Jenis Data yang
Dibutuhkan, Teknik/Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data.
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

berisi tentang analisis permasalahan terkait pelaksanaan penjatuhan sanksi
restitusi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut
ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan
Kepada Saksi dan Korban, dan konsep penjatuhan sanksi restitusi dalam
tindak pidana lain di Indonesia.

PENUTUP

berisi Kesimpulan dan Saran.



